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ARTICLE HISTORY ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana 

mengenai tradisi merariq dalam adat Sasak. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. 

Tradisi merariq dalam adat Sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang masih 

dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki yang 

ingin menikah dengan cara melarikan seorang Perempuan untuk dijadikan sebagai 

istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proseisi adat meirariq yang beirlangsuing 

tidak dapat dikateigorikan seibagai tindak pidana kareina merupakan salah satu 

bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat sasak dan nilai yang terkandung 

didalamnya yaitui suikuiran atas keibeirhasilan seiorang laki-laki melarikan calon 

isterinya. Namun,  tradisi merariq dapat dikategorikan  sebagai tindak pidana apabila 

dalam praktiknya melanggar aturan adat dan negara, salah satunya pasal 454 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan. 

 

Kata Kunci: Hukum Pidana, Tradisi Merariq, Perempuan, Penculikan. 

 
ABSTRACT 

This research aims to determine criminal law policies regarding the Merariq 

tradition in Sasak customs. This type of research is normative legal research. The 

methods used in this research are the statutory, conceptual, and case approaches. 

The Merariq tradition in Sasak custom is a form of local wisdom that is still 

preserved. This tradition is used as proof of the courage of a man who wants to marry 

by taking away a woman to be his wife. The research results show that the ongoing 

traditional Merariq procession cannot be categorized as a criminal act because it is 

part of the traditions that live in Sasak society. The value contained therein concern 

a man's success in marrying his future wife. However, the Merariq tradition can be 

categorized as a criminal offense if it violates customary and state regulations, 

including Article 454 of the Criminal Code concerning Kidnapping, 
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1. Pendahuluan  
Negara Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, menyatakan bahwa1 : "Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari suatu negara hukum adalah 

bahwa semua wewenang dan tindakan peralatan negara atau penguasa harus diatur oleh hukum2. Sebagai 

 
1 Indonesia, UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Hukum 
2 Hakim Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Siswa, 2011), hlm. 15. 
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negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai dasar untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan 

dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum mengikuti setiap kegiatan warga negara Indonesia. 

Ketentuan yang ada selalu berpedoman pada sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun selain 

berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan 

suatu masyarakat. Adat ini kemudian berkembang menjadi ketentuan yang disebut hukum adat.  

Secara etimologis, istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat3. Hukum adalah 

seperangkat peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan 

ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan adat istiadat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, yaitu 

norma atau adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. 

Hukum adat adalah salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya masyarakat 

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: 

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang".  

Pengakuan hukum adat oleh Negara juga tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 

"Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan 

berkewajiban untuk menegakkan hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali".  

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh elemen, baik pemerintah maupun 

masyarakat sipil tanpa terkecuali, wajib menaati hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum pidana, 

hukum perdata maupun hukum adat. 

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku baik dan 

buruk dalam suatu masyarakat tradisional tertentu. Hukum adat, khususnya hukum pidana adat, memiliki 

sanksi tertentu apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat adat melakukan penyimpangan atau 

tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib norma dan aturan kesusilaan (Hukum Adat). Hukum adat berlaku 

bagi masyarakat adat di daerah-daerah tertentu sehingga bentuk hukum adat berbeda-beda antara satu 

masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. 

Salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masyarakatnya masih terikat dengan sistem 

norma dan aturan adat adalah masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, terutama dalam hal proses 

perkawinan yang oleh masyarakat Sasak disebut merariq. 

Merariq  adalah salah satu cara perkawinan yang merupakan tradisi dan budaya masyarakat Sasak. 

Prosesi pernikahan masyarakat suku Sasak memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang membedakannya 

dengan daerah lain. Prosesi pernikahan masyarakat suku Sasak di Lombok dilakukan dengan melarikan diri 

dari calon pengantin untuk menikah4.  

Secara filosofis, tradisi  merariq dalam arti melarikan diri atau mencuri anak perempuan dari 

pengawasan wilayah dan lingkungan sosial telah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi 

masyarakat suku Sasak pada umumnya5.  

Fenomena  budaya merariq yang  terdapat pada suku Sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang 

mengandung kepercayaan di masyarakat yang merupakan bukti keberanian seorang pria terhadap calon 

istrinya. Perkawinan Merariq yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak dilatarbelakangi oleh beberapa hal. 

Pertama, karena merupakan adat budaya yang sudah ada di masyarakat dan dilakukan oleh sebagian besar 

masyarakat suku Sasak. Alasan kedua adalah karena tidak ada kesepakatan dari orang tua tentang hubungan 

sehingga merariq dipilih sebagai jalan keluar. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak wanita 

bahwa dia akan dibawa pergi oleh pasangannya. Oleh karena itu, tanpa disadari masyarakat suku Sasak 

 
3 https://istilahhukum.wordpress.com/2012/09/26/hukum-adat/ Diakses tanggal 2023-10-03, 1:00 PM. 
4 Oktaria Ningsih, Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan pada Masyarakat Desa Bayan, Kecamatan 

Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Selong, 2019, hlm. 73 
5 St Jumhuriatul Ramdani, Tradisi Kawin Lari "Merariq" dalam Studi Kasus Masyarakat Sasak di Desa Sakra, 

Kabupaten Lombok Timur, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2009, hlm. 2. 
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menganut merariq karena merupakan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang 

mereka. 

Sehubungan dengan hukum pidana dan hukum adat, hukum pidana itu sendiri diatur dan 

dikodifikasikan dengan jelas, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman yang jelas dan 

tegas. Dan hukum adat sendiri merupakan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat yang telah disatukan 

menjadi hukum pidana. 

Dalam hukum pidana, perkawinan adat  tidak diatur secara jelas dalam hukum nasional. Jika kita 

melihat pasal 2 tentang hukum yang hidup,  ada kekosongan dalam norma. 

Merariq adalah adat dalam suku Sasak yang prosedurnya adalah membawa pergi perempuan (baik 

wanita dewasa maupun wanita yang masih tergolong anak-anak) yang akan menikah. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 NTB memiliki 16,23% kasus pernikahan dini pada perempuan sebelum 

usia 18 tahun. Melarikan seorang perempuan dari  tempat tinggal menjadi focus penelitian ini. 

Merariq dapat dikategorikan sebagai penculikan jika dilihat dari sudut pandang hukum positif 

mengenai penculikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

KUHP, yang menyatakan: 

(1) Setiap orang yang mengambil Anak di luar kehendak orang tua atau walinya, tetapi dengan 

persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk menjamin penguasaan atas Anak, baik di 

dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan diri Anak tersebut, dengan pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2)  Setiap orang yang merampas wanita dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, 

dengan maksud untuk menjamin penguasaan atas wanita tersebut, baik di dalam maupun di luar 

perkawinan, dipidana karena melarikan diri dari wanita tersebut dengan pidana penjara paling 

lama 9 (sembilan) tahun. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, 

Orang Tua, atau wali.  

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf l2l hanya dapat dituntut atas pengaduan 

perempuan atau suaminya.  

(5) Apabila orang yang mengambil perkawinan dengan wanita yang dibawa pergi dan perkawinan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, maka 

tidak dapat dihukum sebelum perkawinan dinyatakan batal. 

 

Usia pernikahan sendiri telah diatur oleh negara untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang 

cerdas dan berkualitas. Dengan demikian, pandangan hukum pidana positif yang jelas tentang adat merariq 

harus diperhatikan  agar tidak terjadi kekosongan norma. Dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, syarat-

syarat perkawinan antara lain harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Kemudian pasal 6 ayat (2) UU 

Perkawinan juga menyebutkan jika calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapatkan 

izin dari kedua orang tua atau salah satu jika ternyata ada orang tua yang telah meninggal dunia atau wali jika 

ternyata kedua orang tua sudah tidak ada lagi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perkawinan dengan perempuan yang belum berusia 21 tahun 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan belum berusia 18 tahun menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau tanpa memperoleh izin orang tua dapat dilaporkan dan 

dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak, yaitu mengambil perempuan yang 

tergolong anak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

menuangkannya dalam bentuk karya berjudul "Tradisi Merariq dalam Adat Sasak Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP". 

Adapun terdapat rumusan masalah yang dapat diteliti dari penjabaran di atas sebagai berikut: 
1. Bagaimana tradisi merariq dalam adat Sasak? 
2. Apakah  tradisi merariq dalam Adat Sasak merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 
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Tujuan dari penelitian adalah untuk meingeitahui teintang tradisi meirariq dalam adat Sasak dan tradisi 

Meirariq dalam Tradisi Sasak meirupakan tindak pidana meinurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 teintang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Manfaat pada penelitian ini yakni mampu meimbeirikan idei atau gagasan 

dan jawaban atas beibeirapa peirmasalahan teirkait Tradisi Meirariq dalam Adat Sasak dalam Kajian Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 teintang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

2. Metode  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses 

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan 

dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. 

3. Hasil dan Pembahasan  

A. Tradisi Merariq dalam Adat Sasak 

Peirkawinan meiruipakan peiristiwa sosial yang haruis dilaluii oleih seitiap manuisia. Dalam adat sasak, 

peirkawinan diseibuit deingan Meirariq. Meinuiruit Buistami Saladin, ada duia pandangan teirkait tradisi Meirariq. 

Keilompok peirtama meinganggap bahwa tradisi ini adalah warisan leiluihuir orang Sasak. Tradisi ini teilah 

dilakuikan seicara tuiruin-teimuiruin bahkan seibeiluim peinjajahan oleih masyarakat Bali dan Beilanda. Beirdasarkan 

fakta ini, tradisi Meirariq haruis dileistarikan. Seidangkan keilompok keiduia meimandang bahwa Meirariq 

buikanlah produik dari buidaya peirkawinan asli masyarakat suikui Sasak. Meirariq adalah tradisi yang dibawa 

oleih masyarakat Bali pada saat peinjajahan di puilaui Lombok. Tradisi ini dianggap seibagai warisan buidaya 

masyarakat Hindui dan tidak seisuiai deingan ajaran Islam.6 

Tradisi Meirariq dijadikan seibagai rituial peirmuilaan dalam proseis peirnikahan. Tradisi ini diguinakan 

puila seibagai sarana uintuik meimpeirtahankan harga diri seikaliguis meinuinjuikkan keikuiatan dan keibeiranian laki-

laki Suikui Sasak kareina teilah beirhasil meilarikan keikasihnya. Seimeintara itui, orang tuia peireimpuian juiga meirasa 

einggan meimbeirikan anak peireimpuiannya beigitui saja keipada laki-laki deingan cara biasa, kareina orang tuia 

meingibaratkan anak peireimpuiannya deingan seisuiatui yang beirharga seihingga tidak pantas jika diambil deingan 

cara biasa. Meinuiruit M. Nuir Yasin, tradisi Meirariq ini eirat kaitannya deingan preistisei keiluiarga peireimpuian 

seibagai beintuik preistasi buikan wanpreistasi pada reincana peirnikahan.7 Peinyeileisaian tradisi meirariq tidak seilalui 

beiruijuing pada peirnikahan apabila antar keiluiarga Peireimpuian dan laki-laki tidak meineimuikan kata seipakat. 

Meiskipuin tradisi meilarikan peireimpuian seibeiluim meinikah dianggap beirteintangan deingan prinsip-prinsip 

huikuim Islam, kareina dikhawatirkan meinimbuilkan beirbagai dampak neigatif, tradisi meirariq masih meinarik 

uintuik dikaji leibih lanjuit, teiruitama teirkait deingan nilai-nilai buidaya yang dibanguin dalam tradisi Meirariq yang  

dilakuikan oleih masyarakat suikui Sasak di Puilaui Lombok,  Provinsi Nuisa Teinggara Barat.  

1. Tradisi Seibeiluim Peirkawinan 

Peirkawinan meiruipakan suiatui peiristiwa peinting dalam keihiduipan masyarakat Sasak. Meinuiruit Islam 

peirkawinan meiruipakan fitrah manuisia uintuik meindapatkan pasangan uintuik meinjalani keihiduipan seimpuirna 

yang teinteiram dan damai (mawaddah wa rahmah) seikaliguis seibagai sarana meimpeiroleih keituiruinan ataui 

geineirasi peineiruis. Oleih kareinanya, peirkawinan bagi masyarakat Sasak juiga meimiliki makna yang sangat luias, 

bahkan meinuiruit masyarakat Sasak peirkawinan tidak hanya meimpeirsatuikan seiorang laki-laki deingan seiorang 

peireimpuian saja, teitapi seikaliguis meinganduing arti uintuik meimpeirsatuikan huibuingan duia keiluiarga beisar yaitui 

keiluiarga pihak laki-laki dan pihak peireimpuian. 

Seibeiluim dilaksanakannya peirkawinan, ada beibeirapa proseis yang dilaluii masyarakat sasak agar 

saling keinal meingeinal yakni: midang (meiminang), nguijang, beijambeik ataui meireiweih, dan suibandar8. 

a. Midang (mengunjungi rumah pacar) 

Midang yaitui proseis dimana laki-laki meinguinjuingi keidiaman peireimpuian yang diidamkan deingan 

tuijuian agar saling meingeinal leibih deikat uintuik seilanjuitnya sama-sama seituijui meilangsuingkan kei jeinjang 

 
6 Bustami Saladin, "Tradisi Merari" Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam". Al-Ihkam: Jurnal 

Hukum dan Lembaga Sosial 8, no. 1 (November 2023); 
7 M. Nur Yasin, Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Sebuah Studi 

tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok," Jurnal Istinbath No. 1 Vol VI Desember 2006, hlm. 73-75. 
8 Ibid 
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peirkawinan.  

Tuijuian uitama midang adalah uintuik beirteimui deingan peireimpuian yang meinjadi idamannya. 

Disamping seibagai sarana keinal meingeinal, dalam proseis Midang juiga dibahas puila teintang masalah 

peirkawinannya di keimuidian hari. Apabila kata seipakat dipeiroleih dari keiduia beilah pihak pada saat meiminang 

teirseibuit maka uintuik meilangsuingkan peirkawinan meireika haruis meireincanakan dan meineintuikan beirsama uintuik 

lari pada malam hari. 

 Seiorang peireimpuian Sasak boleih meimiliki keikasih leibih dari satui. Meinuiruit adat istiadat yang 

beirlakui pada suikui Sasak, seilama si gadis beiluim teirikat suiatui peirjanjian kawin gantuing (tuinangan) ataui seilama 

si gadis masih beirstatuis janda tidak ada seiorangpuin yang meimpeiroleih keiistimeiwa dalam masa midang 

teirseibuit. Sikap yang ditonjolkan si gadis teirhadap laki-laki yang datang meiminangnya haruis seilalui ramah dan 

sopan meiskipuin si gadis beiluim peirnah meingeinal si laki-laki seibeiluimnya9. 

Pada saat beirlangsuingnya peiminangan (midang) posisi duiduik antara peireimpuian deingan deingan laki-

laki cuikuip jauih. Apabila si gadis meimiliki leibih dari satui keikasih dan meireika datang pada waktui beirsamaan, 

maka meireika haruis duiduik beirsama seicara damai. Pada keiseimpatan teirseibuit seimuia beirhak meinyampaikan isi 

hatinya. Kareina laki-laki yang meiminang seiorang gadis tidak hanya beirasal dari deisa ataui daeirah yang sama, 

namuin bisa jadi datang dari deisa ataui daeirah yang beirbeida. Bagi laki-laki yang meiminang peireimpuian yang 

ada di luiar daeirah ataui deisanya seindiri maka seibeiluim meilakuikan peiminangan ataui midang, teirleibih dahuilui 

haruis meimahami adat istiadat deisa yang akan dikuinjuinginya uintuik meinghindari hal-hal buiruik yang tidak 

diingingkan10.  

b. Nguijang (meinguinjuingi pacar di luiar ruimah) 

Proseis ini seilalui dihuibuingkan deingan peikeirjaan yang seidang dilakuikan oleih peireimpuian yang seidang 

dipinang. Istilah ini diguinakan uintuik peirteimuian antara muida muidi di teimpat dimana si gadis seidang beikeirja 

keimuidian si laki-laki seicara beirsama-sama meilakuikan peikeirjaan teirseibuit. Keigiatan ini biasanya dilakuikan 

pada saat si gadis seidang beikeirja di teingah sawah keimuidian si gadis meimbawakan makanan uintuik meireika 

yang seidang beikeirja11. 

Nguijang teirmasuik salah satui bagian dari midang dan pada saat ini laki-laki haruis meinjaga sopan 

santuin, saling meinghormati dan meinghargai seisama peiseirta kompeitisi yang ingin meindapatkan cinta si 

peireimpuian.  

c. Beijambeik ataui Meireiweih 

Proseis ini biasanya dilakuikan oleih laki-laki deingan meimbeirikan seisuiatui beiruipa barang keipada 

peireimpuian yang meinjadi keikasihnya agar meinarik hati dan seimakin dicintai oleih peireimpuian teirseibuit 

seikaliguis seibagai beintuik uipaya meimpeireirat huibuingan antara keiduia beilah pihak. Keigiatan ini biasanya 

dilakuikan meinjeilang hari-hari beisar Islam, seipeirti meinyambuit Mauilid Nabi Muihammad SAW, Iduil Fitri, dan 

hari-hari beisar keiagamaan lainnya. 

d. Suibandar (Peirantara) 

Suibandar (peirantara) meiruipakan orang keipeircayaan laki-laki, yang tuigasnya meinyampaikan keipada 

peireimpuian apa yang diinginkan laki-laki. Seigala peirasaan cinta akan disampaikan oleih Suibandar. 

2.   Adat dalam Proseis Peirkawinan 

Ada beibeirapa proseis yang dilakuikan masyarakat suikui Sasak uintuik meilaksanakan peirkawinan. 

Proseis teirseibuit meiruipakan rangkaian adat yang tidak bisa diabaikan ataui diuibah. Apabila adat teirseibuit tidak 

dilaksanakan (oleih pihak laki-laki), maka peirkawinan ditolak oleih pihak peireimpuian. Beintuik peinolakan 

teirseibuit dapat beiruipa wali peireimpuian meinolak uintuik meinikahkan puitrinya. Peinolakan juiga dapat saja teirjadi 

dari aparat peimeirintah yang ada di kampuing keiluiarga si peireimpuian deingan tidak maui beirtangguing jawab 

atas peilaksanaan peirkawinannya. Bahkan akibat yang leibih fatal yakni teirjadinya beintrokan antar keiluiarga 

ataui antar warga lingkuingan (warga lingkuingan laki-laki dan warga lingkuingan peireimpuian). 

Proseisi adat yang teirmasuik dalam rangkaian Tradisi Meirariq ini adalah: 

a. Meimuilang (Meilarikan Peireimpuian Calon Isteiri) 

Proseis peirkawinan yang dilakuikan baik dijodohkan atauipuin nuingguirin ataui jeiruiman (peirkawinan 

yang dilakuikan beirdasarkan keiseipakatan beirsama keiduia calon meimpeilai), bagi masyarakat Sasak Lombok 

dilakuikan deingan meimuilang12. Meimuilang adalah proseis meimbawa lari peireimpuian calon isteiri oleih laki-laki 

calon suiaminya lalui meinyeimbuinyikannya uintuik beibeirapa hari di salah satui ruimah yang suidah diteintuikan 

 
9 Sainun, Tradisi Merari’ Potret Asimilasi Nilai Islam dengan Budaya Masyarakat Lombok di Pulau Lombok, 

Sanabil, Mataram, 2016. 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Wawancara Bersama Samsuddin, Tokoh Masyarakat, pada 3 Februari 2024 di Kecamatan Pujut. 
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seibeiluimnya. Ruimah peirseimbuinyian ini dalam masyarakat suikui Sasak diseibuit deingan Balei Peinyeiboan (ruimah 

peirseimbuinyian).   

Meimuilang dapat dilangsuingkan seiteilah peireimpuian teilah meineintuikan pilihan pada salah satui laki-

laki yang meinaruih hati padanya. Meireika meimbuiat suiatui peirjanjian teintang kapan waktui lari bisa dilakuikan. 

Peirjanjian antara seiorang gadis deingan laki-laki calon suiaminya meiruipakan rahasia, apabila hal tersebut 

diketahui oleih lawan kompeitisinya, keimuingkinan peilarian itui digagalkan. Hal ini dilakuikan misalnya deingan 

jalan meirampas gadis keitika ia beirsama calon suiaminya dalam proseis meimuilang meinuijui ruimah 

peirseimbuinyiannya13. Dalam keiadaan deimikian meimuingkinkan teirjadinya peirkeilahian antara meireika yang 

ingin meimpeirsuinting si gadis. Apabila peireimpuian teirseibuit beirhasil dibawa sampai kei ruimah peirseimbuinyian, 

maka pada malam itui juiga dilanjuitkan deingan acara mangan meirangkat, yaitui suiatui acara adat uintuik 

meinyambuit keidatangan peireimpuian di ruimah calon suiaminya. Hal ini meiruipakan acara peireismian masuiknya 

si peireimpuian dalam keiluiarga calon suiaminya. 

Acara mangan meirangkat ini dilakuikan pada malam hari, yaitui saat peireimpuian calon isteiri masuik 

ataui datang uintuik peirtama kalinya kei ruimah laki-laki yang akan meinjadi suiaminya. Keidatangannya itui 

disaksikan oleih para tokoh agama, tokoh adat, para seiseipuih dari keiluiarga laki- laki, seikaliguis oleih masyarakat 

seikitar. Dalam acara mangan meirangkat ini dilakuikannya totok teilok', yaitui keiduia calon meimpeilai 

meimeicahkan ataui meimbagi satui teiluir beirduia pada peirangkat (seisajein) yang teilah disiapkan. 

Akhir dari seibuiah proseis peiminangan (midang) adalah dipeiroleihnya keiseipakatan uintuik meilanjuitkan 

huibuingan yang teilah teirbanguin kei arah yang leibih seiriuis, yaitui peirkawinan antara si gadis dan peirjaka yang 

meiminangnya. Seiteilah duia orang yang saling meincintai beirseipakat uintuik kawin maka si gadis 

meimbeiritahuikan keipada keiduia orang tuianya kalaui dia suidah meimpuinyai laki-laki pilihan seibagai calon 

suiaminya. Deimikian puila laki-laki seibagai calon suiaminya teirseibuit seigeira meimberitahuikan keiseipakatannya 

deingan seiorang gadis yang akan dijadikan calon isteiri bahwa meireika seipakat uintuik meilanjuitkan huibuingan 

kei jeinjang peirkawinan. 

Seiteilah meiminang yang diakhiri deingan keiseipakatan uintuik kawin, proseis seilanjuitnya adalah beibait. 

Beibait dalam peingeirtian bahasa Indoneisia adalah meingambil seisuiatui. Seibeiluim proseis beibait ini dilaksanakan 

teirleibih dahuilui dilakuikan suatu proseis yang diseibuit deingan beilakoq. Beilakoq adalah suiatui proseis peirmohonan 

dari keiluiarga pihak laki-laki keipada keiluiarga pihak peireimpuian bahwa anak-anak meireika suidah seipakat uintuik 

kawin maka keiduia orang tuia peireimpuian teirseibuit dimohon agar meingizinkan anaknya kawin deingan salah 

seiorang anggota keiluiarga dari pihak laki-laki teirseibuit. 

Teirhadap peirmintaan keiluiarga pihak laki-laki dalam proseis beilakoq ini, ada duia keimuingkinan 

jawaban yang dibeirikan, peirtama: peirmintaannya ditolak seihingga reincana peirkawinan meireika tidak direistuii 

dan tidak bisa dilaksanakan. Apabila peirmintaannya ditolak maka proseis beibait tidak dapat dilakuikan dalam 

arti reincana peirkawinannya tidak diseituijuii, laki-laki yang beireincana meimpeirsuinting anaknya tidak 

diseituijuiinya seibagai calon suiami bagi anak peireimpuiannya. Keimuingkinan keiduia adalah peirmintaannya 

diteirima. Apabila peirmintaannya diseituijuii maka proseis beibait dapat dilanjuitkan. Atuiran dalam tradisi adat 

suikui Sasak, beibait tidak boleih dilakuikan deingan cara teirbuika dalam arti dilakuikan di siang hari ataui meilaluii 

hadapan orang tuia si peireimpuian. Waktui peingambilan peireimpuian yang akan meinjadi calon meimpeilai 

dilakuikan seiteilah shalat magrib dan seibeiluim shalat isya'. Hal ini dimaksuidkan bahwa keibiasaan masyarakat 

suikui Sasak, pada waktui-waktui teirseibuit adalah saat uintuik makan malam dan beirkuimpuil beirsama keiluiarga. 

Larangan beibait juiga dilakuikan pada saat keiduia orang tuia si peireimpuian seidang tidak beirada di ruimah. 

Deimikian puila tidak dipeirboleihkan beibait itui dilakuikan dari luiar ruimah, meiskipuin keiduia orang tuianya 

meingeitahuii kalaui anaknya akan akan dibawa lari oleih laki-laki yang meinjadi pilihannya. Seicara adat juiga 

tidak dipeirboleihkan peingambilan peireimpuian di hadapan orang tuianya, seihingga pada saat pihak laki-laki 

meilakuikan proseis beilakoq ataui meiminta di akhir proseis minangnya, orang tuia pihak peireimpuian meimbeirikan 

peisan "bait eileik muidi eintannei" (ambil dari beilakang caranya)14. 

Ada beibeirapa keiteintuian adat dalam proseis beibait ini, yaitui15: 

1. Proseis peingambilannya dilakuikan seiteilah shalat magrib (waktui antara magrib dan isya'). 

2. Proseis peingambilan peireimpuian tidak boleih dilakuikan oleih laki-laki yang akan meinjadi calon suiaminya. 

3. Orang yang meingambil adalah peireimpuian yang dipeircaya oleih laki-laki yang akan meinjadi calon 

suiaminya. 

4. Dalam proseis peingambilan seibisa muingkin meilaluii jaluir diluiar peingeitahuian laki-laki yang meinjadi lawan 

kompeitisi cintanya. 

5. Seiteilah beirhasil meimbawa peireimpuian calon isteirinya, laki- laki calon suiaminya haruis beirtangguing jawab 

 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Ibid 
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meinjaga keiamanan calon isteirinya. 

6. Seibeiluim akad nikah dilakuikan, laki-laki peiseirta kompeitisi cintanya beirhak/dipeirboleihkan meireibuit 

peireimpuian teirseibuit uintuik dipeirsuinting. 

7. Dalam proseis beibait, seibeiluim sampai di teimpat peinyeiboan boleih dirampas oleih laki-laki lawan kompeitisi 

cintanya teirseibuit. Apabila peireibuitan dilakuikan dalam proseis peirjalanan meinuijui ruimah peinyeiboan ataui beiluim 

sampai kei ruimah peinyeiboan dalam adat suikui Sasak diseibuit Nyandak seidangkan apabila peireibuitan dilakuikan 

seiteilah peireimpuian itui beirada di ruimah peinyeiboan diseibuit Ngeireigah.  

Peingambilan (beibait) haruis dilakuikan pada waktui antara magrib dan isya' kareina dalam tradisi 

masyarakat suikui Sasak pada saat ituilah seidang beirlangsuing makan malam, maka seimuia anggota keiluiarga 

seidang beirada di ruimah seihingga keipeirgian salah seiorang anggota keiluiarganya dikeitahuii oleih seimuia anggota 

keiluiarga lainnya. Disamping itui waktui ini dianggap seibagai waktui yang teipat uintuik meinghindari konflik yang 

muingkin teirjadi akibat tidak mampui meimpeirtahankan calon isteirinya keitika teirjadi Nyandak (peirampasan 

yang dilakuikan di teingah jalan keitika proseis beibait dilakuikan)16. 

Larangan peingambilan dilakuikan oleih laki-laki yang akan meinjadi calon suiami bagi si peireimpuian 

teirseibuit meinganduing makna uintuik meinjaga agar keiduia orang beirlawanan jeinis yang buikan mahramnya itui 

tidak beirhuibuingan, kareina huibuingan yang deimikian, dalam pandangan syari'at Islam tidak dipeirboleihkan. 

Dalam kondisi deimikian adat beirfuingsi seibagai sarana peilaksanaan ajaran Islam. Oleh karenanya laki-laki 

calon suiami teirseibuit dipeirkeinankan meiminta bantuian seiorang peireimpuian yang dipeircaya dan didampingi 

oleih orang-orang yang dianggap mampui meinjaga dan meimpeirtahankan calon isteirinya seihingga sampai kei 

ruimah peinyeiboan yang suidah dipeirsiapkan seibeiluimnya. 

Uintuik meinghindari teirjadinya peirkeilahian akibat proses nyandak, maka laki-laki yang meilakuikan 

proseis beibait itui haruis meingguinakan strateigi yang teipat seihingga jaluir yang dileiwati dalam proseis peilarian 

itui tidak teirdeiteiksi oleih laki-laki lain yang meinjadi saingannya dalam kompeitisi cinta teirseibuit.  

Peimbeiritahuian anak yang akan meilangsuingkan peirkawinan meiruipakan beintuik sikap hormat anak 

teirhadap orang tuianya. Peimbeiritahuian ini meinjadi peinting uintuik meinghindari keisan bahwa anak lari ataui 

dilarikan tanpa peirseituijuian. Kareina dilarikan tanpa peimbeiritahuian keipada peimiliknya dapat digolongkan kei 

dalam kateigori meincuiri17. Deingan deimikian, dalam tradisi suikui sasak meilarikan wanita yang akan dijadikan 

calon isteiri tidak bisa diseibuit meimaling, teitapi beibait. Meinuiruit peimahaman bahasa Sasak, kata meimaling 

meimiliki peingeirtian beirbeida deingan kata beibait. Kata meimaling dan beibait seicara bahasa meimiliki arti yang 

sama, yaitui meingambil seisuiatui. Akan teitapi dalam peingguinaannya, istilah teirseibuit beirbeida. Kata meimaling 

dipeirguinakan apabila meingambil seisuiatui tanpa seiizin peimiliknya seidangkan kata beibait adalah meingambil 

seisuiatui atas dasar izin peimiliknya. Dalam hal ini beibait dalam proseis meirariq adat suikui Sasak adalah 

meingambil/meimbawa lari wanita yang akan dijadikan calon isteiri beirdasarkan reistui dan seipeingeitahuian orang 

tuia peireimpuian teirseibuit.  

b. Seijati (peimbeiritahuian) 

Seijati ataui meiseijati adalah keigiatan peirtama yang dilakuikan oleih pihak keiluiarga laki-laki seiteilah 

gadis puijaannya beirhasil dibawa lari uintuik dijadikan calon isteiri. Peimbeiritahuian ini dilakuikan oleih aparat 

deisa yang ada di lingkuingan calon meimpeilai laki-laki paling lambat tiga hari seijak meimuilang. Aparat yang 

beirtuigas seijati ini bisa dilakuikan oleih keipala lingkuingan, Keituia RT, ataui peinghuilui lingkuingan teimpat laki- 

laki beirdomisili. Deimikian puila peimbeiritahuian itui tidak boleih langsuing kei orang tuia si gadis teitapi dilakuikan 

meilaluii aparat deisa ataui lingkuingan teimpat domisili si gadis. Keigiatan dalam beintuik seijati ini dimuilainya 

teirjadi komuinikasi antara aparat dari keiduia beilah pihak18. Seijati adalah meidia peiruindingan antara aparat dari 

keiduia beilah pihak guina meimbicarakan keilanjuitan uipacara-uipacara adat peirkawinan seirta seigala seisuiatui yang 

beirkaitan deingan peilaksanaan uipacara adat peirkawinan. Seiteilah peimbeiritahuian dilakuikan keimuidian 

meinyuisuil tindakan-tindakan uintuik meindapatkan izin kawin, beisarnya biaya adat peirkawinan dan lain lain. 

Peimbeiritahuian keipada keipala kampuing teilah seileisai dilakuikan, oleih keipala kampuing keimuidian 

disampaikan keipada orang tuia wali si peireimpuian. Keipala kampuing pihak peireimpuian keimuidian meilaluii 

uituisan meimbeiritahuikan keipada pihak laki-laki agar datang tiga hari yang dikirimnya lagi seiteilah 

peimbeiritahuian itui dilakuikan. Apabila tidak ada peimbeiritahuian seilama tiga hari, maka bisa dilaporkan atas 

kasuis peincuilikan19. 

c. Peimuipuit seilabar 

Peimuipuit seilabar biasanya dilakuikan seiteilah tiga hari seijak peimbeiritahuian dilakuikan. Tuijuian uitama 

 
16 Ibid 
17 Wawancara Bersama Rate Wijaya, Tokoh Masyarakat, tanggal 1 Februari 2024 di Kecamatan Pujut. 

 
18 Ibid. 
19Ibid 
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proseisi adat ini adalah meimbicarakan seigala seisuiatui yang teirkait deingan proseis peilaksanaan akad nikah yang 

akan dilakuikan. Pada saat ini seicara beirsama, aparat peimeirintah tingkat kampuing beirsama keiluiarga pihak 

peireimpuian meimbicarakan seikitar adat yang beirlakui dalam peirkawinan teirseibuit. Apapuin yang dihasilkan 

dalam peiruindingan teirseibuit beiruipa biaya adat yang haruis dipeinuihi oleih pihak laki-laki dan pada saat yang 

beirsamaan puila peirsyaratan peinyeileisaian adat itui juiga disampaikan keipada pihak laki-laki meilaluii uituisannya 

agar peirsyaratan itui dipeinuihi. Apabila peirsyaratan yang diajuikan oleih pihak keiluiarga peireimpuian itui tidak 

dapat dipeinuihi, maka akad nikah beiluim bisa dilaksanakan20.  

Uintuik meingambil keiseipakatan, antara keiduia beilah pihak bisa dilakuikan saling tawar meinawar seisuiai 

keimampuian masing-masing, teiruitama keimampuian dari pihak laki- laki. Dalam hal ini tidak dibeinarkan oleih 

adat uintuik saling meimaksakan keiheindak seindiri uintuik dipeinuihi, kareina pada akhirnya keiseipakatan itui 

beirmuiara pada keimampuian yang bisa dijangkaui oleih pihak laki-laki. Dalam kondisi seipeirti ini maka orang 

tuia wali dari pihak peireimpuian dituintuit uintuik leibih meimahami keiadaan keiluiarga calon suiami anaknya. 

Peirsoalan yang seiring muincuil dalam peinyeileisaian adat ini adalah masalah ajikramei (nilai statuis sosial) dan 

peirmasalahan yang teirkait deingan biaya peinyeileisaian uipacara beigawei (reiseipsi). Seiteilah seimuia keiseipakatan 

ini dipeiroleih keimuidian dilanjuitkan deingan acara akad nikah yang diseileinggarakan di Masjid ataui ruimah pihak 

laki-laki. Akad nikah dilaksanakan seisuiai deingan atuiran yang dibeirlakuikan meinuiruit syari'at Islam. 

Peimuipuit seilabar meiruipakan peimbeirian informasi akan keipastian bahwa teilah teirjadi peirkawinan 

ataui peilarian oleih duia orang yang saling meincintai uintuik seilanjuitnya seipakat meilanjuitkan huibuingan kei 

jeinjang peirkawinan. Peimbeiritahuian dalam beintuik seilabar ini dilakuikan oleih peituigas (keituia RT ataui 

peinghuilui) lingkuingan pihak laki-laki keipada keiluiarga peireimpuian meilaluii keipala duisuin pihak peireimpuian. 

 

d.Sorong doei (Sorong seirah) 

Puincak acara dalam uipacara adat peirkawinan adat Sasak di Lombok adalah acara sorong doei ataui 

sorong seirah, yaitui acara peista peirkawinan pada waktui orang tuia meimpeilai peireimpuian akan keidatangan 

keiluiarga beisar meimpeilai laki-laki. Dalam acara ini keiluiarga meimpeilai peireimpuian juiga meingadakan suiatui 

acara seilamatan (bahasa sasak = beigawei) yang biasanya biaya peinyeileisaiannya ditangguing oleih pihak laki-

laki atas dasar keiseipakatan yang teilah dicapai pada saat peilaksanaan peimuipuit seilabar. Pada saat ini dilakuikan 

juiga beibeirapa tagihan yang teirkait deingan adat yang haruis dilaksanakan, teiruitama beiruipa deinda yang 

dikeinakan keipada pihak laki-laki apabila dalam proseis peinyeileisaian adat seibeiluim acara ini peirnah teirjadi 

peilanggaran teirhadap adat yang dibeirlakuikan. Beigitui puila tagihan beiruipa keipeing peileingka, yaitui uiang tagihan 

dari kakak laki-laki meimpeilai wanita yang beiluim meinikah. Kareina meinuiruit adat peireimpuian tidak 

dipeirkeinankan meilangkahi ataui meindahuiluii kakak laki-lakinya kawin. Apabila teirjadi adat seimacam ini maka 

keiharuisan bagi pihak laki-laki uintuik meingeiluiarkan tagihan teirseibuit21. 

Sorong seirah ini dapat teilaksana seiteilah teirjadi keiseipakatan antara keiduia beilah pihak (keiluiarga pihak 

laki-laki deingan keiluiarga pihak peireimpuian) keiseipakatan yang dicapai inilah dalam istilah sasak diseibuit 

Reibak Puicui (seicara beirsamaan meingambil keipuituisan seisuiai keiseipakatan). Peinyeileisaian adat sorong seicara 

peinuih meinjadi tangguing jawab pihak laki-laki kareina dalam hal peirkawinan, teirmasuik waris dan seibagainya 

suikui Sasak meinganuit azas patrilineial (beirdasarkan garis keituiruinan laki-laki). Oleih kareina itui acara seilamatan 

peirnikahan dilakuikan seicara beisar-beisaran ceindeiruing teirpuisat di ruimah meimpeilai laki-laki. Peista peirkawinan 

yang dilakuikan di ruimah keiluiarga pihak laki-laki ini diseibuit deingan Gawei adat (peista peirkawinan di ruimah 

meimpeilai laki-laki). Seidangkan peista peirkawinan di ruimah meimpeilai peireimpuian, keimeiriahannya seisuiai 

deingan beisaran biaya yang dibeirikan oleih keiluiarga pihak laki-laki seihingga peista di keiluiarga pihak 

peireimpuian tidak seimeiriah yang diadakan di ruimah keiluiarga laki-laki. Peista peirkawinan di ruimah peireimpuian 

dalam adat Sasak diseibuit deingan Rowah (keigiatan seilamatan yang diisi deingan zikir dan doa yang khuisuis 

dipeiruintuikkan bagai arwah para keiluiarga yang teilah meininggal duinia).  

 

3. Adat Seiteilah Peirkawinan 

Seiteilah acara sorong doei dan nyongkol dilakuikan maka ada beibeirapa uipacara adat lagi yang haruis 

dilaksanakan. Adapuin uipacara adat yang dilakuikan seiteilah proseis peirkawinan adalah baleis naei. Acara Baleis 

naei adalah suiatui keigiatan kuinjuingan dari keiluiarga meimpeilai laki-laki teirhadap keiluiarga meimpeilai 

peireimpuian tampa meingikuitseirtakan warga masyarakat seipeirti pada nyongkol. Keigiatan ini dilakuikan seihari 

seiteilah nyongkol. Peilaksanaannya dapat dilakuikan sorei ataui malam Tuijuian uitamanya adalah uintuik leibih 

meimpeireirat huibuingan keikeiluiargaan antara keiduia beilah pihak dalam rangka meinciptakan keiluiarga yang 

beirada pada suiatui ikatan keikeirabatan yang meindalam. Seiteilah baleis naei dilakuikan, ada beibeirapa keigiatan 

 
20 Sainun, op. cit. hlm. 55 
21 Rate Wijaya, op.cit, hlm.52 
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seibagai akhir dari seimuia proseisi adat peirkawinan di ruimah meimpeilai laki-laki dimana keigiatan seilamatan 

ataui walimah dipuisatkan, yaitui reibak jangkih (meirobohkan tuingkui). Tuingkui seibagai teimpat meimasak pada 

acara Walimah al-'Uirsh masyarakat suikui Sasak teirbuiat dari tanah. Peimbuiatannya dilakuikan jauih seibeiluim 

acara seilamatan dilakuikan. Waktui peimbuiatannya dipeirkirakan tuingkui teirseibuit suidah keiring ataui siap pakai 

saat acara seilamatan dilakuikan (satui minggui ataui duia minggui seibeiluim acara dilaksanakan). Meinuiruit 

peingamatan peineiliti, ada beibeirapa keigiatan yang dilakuikan pada acara teirakhir ini, yaitui :Seimuia keiluiarga 

nampak geimbira bahwa acara adat yang deimikian panjang deingan biaya yang deimikian beisar teilah seileisai; 

Pada saat ini juiga dilakuikan acara rowah (seilamatan dalam beintuik zikir beirsama) deingan meinguindang 

peimuika agama dan masyarakat seikitar. Pada acara rowah ini zikir dan doa dihajatkan uintuik arwah seimuia 

keiluiarga yang teilah meininggal duinia; Reibak teitaring (meimbongkar atap peilinduing di halaman ruimah yang 

beirtiang bambui beiratapkan anyaman dauin keilapa); Meimbongkar ataui meirobohkan tuingkui yang dipeirguinakan 

seibagai teimpat meimasak saat acara seilamatan; Bagi keiluiarga meimpeilai peireimpuian, dipeirboleihkan hadir pada 

keigiatan akhir ini seibagai wuijuid keisatuian dan keideikatan huibuingan keikeiluiargaan diantara meireika yang barui 

saja muilai teirjalin. 

 

 

B. Tradisi Merariq dalam Adat Sasak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

1. Latar Beilakang Peimbaharuian KUiHP Barui 

A. Landasan Filosofis 

Uipaya peimbaharuian huikuim pidana di Indoneisia haruis didasarkan pada tuijuian nasional yang ingin 

dicapai oleih bangsa seibagai neigara yang meirdeika dan beirdauilat. KUiHP saat ini masih meiruipakan produik 

huikuim peimeirintahan kolonial Beilanda yang peirlui diseisuiaikan deingan alineia keieimpat Peimbuikaan Uindang-

Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945 yang haruis dijadikan patokan uintuik meilaksanakan 

reiformasi teirseibuit. Deingan kata lain, peimbaharuian huikuim pidana haruis meinjadi sarana uintuik meilinduingi 

seiluiruih bangsa Indoneisia dan seiluiruih peirtuimpahan darah Indoneisia, meimajuikan keiseijahteiraan uimuim, 

meinceirdaskan keihiduipan bangsa dan ikut meilaksanakan keiteirtiban duinia beirdasarkan keimeirdeikaan, 

peirdamaian abadi dan keiadilan sosial. Mateiri huikuim pidana haruis diseisuiaikan deingan politik huikuim, 

keiadaan, peirkeimbangan keihiduipan beirbangsa dan beirneigara serta harus dilatarbelakangi ide dasar atau basic 

ideas  dari Pancasila yang mengandung keseimbangan nilai: moral religious (ketuhanan), kemanusiaan 

(humanistic), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial22. 

B. Landasan Sosiologis 

Seicara sosiologis, peimbaharuian huikuim dilakuikan kareina adanya keiheindak uintuik meimeinuihi 

keibuituihan huikuim masyarakat yang teilah dicari seijak 46 tahuin lalui. Keibuituihan ini didasarkan pada nilai-nilai 

buidaya warisan yang indeipeindein dan beirdauilat. Teiruitama bagi neigara-neigara yang teilah meingalami masa 

peinjajahan dan saat ini masih meiwarisi sisteim huikuim dari   neigara yang  meinjajahnya, baik meilaluii prinsip-

prinsip kokondansi, yuirispruideinsi, mauipuin doktrin yang ditanamkan oleih peinjajah yang dalam peirkeimbangan 

seilanjuitnya beiluim banyak dipahami oleih geineirasi barui neigara teirseibuit. Reiformasi huikuim bagi neigara muitlak 

dipeirluikan agar huikuim pidana nasional teirwuijuid. 

Kondisi inteirnal masyarakat Indoneisia beirkeimbang peisat seiiring deingan peirkeimbangan yang teirjadi 

di duinia inteirnasional dan tuintuitan akan keipastian huikuim dan keiadilan yang beigitui kuiat, meinyeibabkan 

beibeirapa ruimuisan huikuim pidana yang teirdapat dalam KUiHP tidak dapat lagi diguinakan seibagai dasar huikuim 

uintuik meingatasi masalah keijahatan. Reiformasi huikuim pidana yang kompreiheinsif, di dalamnya meingatuir 

keiseiimbangan antara keipeintingan uimuim dan keipeintingan neigara deingan keipeintingan individui, antara 

peirlinduingan peilakui tindak pidana dan korban tindak pidana, antara uinsuir peirbuiatan dan sikap meintal, antara 

keipastian huikuim dan keiadilan, antara huikuim teirtuilis dan huikuim yang hiduip dalam masyarakat, antara nilai-

nilai nasional dan nilai-nilai uiniveirsal, dan antara hak asasi manuisia dan keiwajiban manuisia, meinjadi hal yang 

haruis disadari seiceipatnya. 

Keiinginan uintuik meiwuijuidkan misi deicollinization of thei Criminal Law warisan kolonial, 

deimokratisasi huikuim pidana, konsolidasi huikuim pidana, seirta adaptasi dan harmonisasi teirhadap beirbagai 

peirkeimbangan huikuim yang teirjadi baik seibagai akibat dari peirkeimbangan di bidang ilmui huikuim pidana 

mauipuin peingeimbangan nilai, standar dan norma yang hiduip dan beirkeimbang dalam keihiduipan masyarakat 

huikuim Indoneisia dan duinia inteirnasional,  seirta reifleiksi keidauilatan nasional yang beirtangguing  jawab (hak 

istimeiwa, kontrol, dan tangguing jawab) 23. 

 
22 Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm. 4-7. 
23 Ibid 
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C. Landasan Yuiridis 

KUiHP Indoneisia beirasal dari Weitboeik van Strafreicht voor Neideirlandsch-Indiei. Seiteilah Indoneisia 

meirdeika, peimbeirlakuiannya didasarkan pada Pasal II Atuiran Transisi UiUiD 1945. Sampai tahuin 1958, masih 

ada duialismei huikuim pidana di Indoneisia. Seiteilah diuindangkannya Uindang-Uindang Nomor 73 Tahuin 1958 

teintang "meinyatakan beirlakuinya Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1946 teintang Peiratuiran Huikuim Pidana 

Seiluiruih Wilayah Neigara Reipuiblik Indoneisia dan peiruibahan Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana", teirwuijuid 

keisatuian huikuim pidana mateiriil yang seiragam bagi seiluiruih Indoneisia yang beirsuimbeir dari "Weitboeik can 

Strafreicht voor Neideirlandsch-Indiei",  seilanjuitnya diseibuit KUiHP. 

Di eira keimeirdeikaan, banyak uipaya teilah dilakuikan uintuik meinyeisuiaikan KUiHP warisan kolonial 

deingan keidauilatan Indoneisia dan deingan peirkeimbangan keihiduipan sosial lainnya, baik seicara nasional 

mauipuin inteirnasional. Beibeirapa peiruibahan dan/ataui peiruibahan yang teilah dilakuikan teirhadap Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana antara lain: Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1960 teintang peiruibahan Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana; Uindang-Uindang Nomor 16 Prp. Tahuin 1960 teintang Beibeirapa Peiruibahan dalam 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana; Uindang-uindang Nomor 18 Prp Tahuin 1960 teintang Peiruibahan 

Beisarnya Pidana dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana dan Keiteintuian Pidana Lainnya yang 

dikeiluiarkan seibeiluim tanggal 17 Aguistuis 1945; Uindang-Uindang Nomor 2 PNPS Tahuin 1964 teintang Tata 

Cara Peilaksanaan Pidana Mati yang Dijatuihkan Peingadilan di Peingadilan Uimuim dan Militeir; Uindang-

Uindang Nomor 1 PNPS Tahuin 1965 teintang Peinceigahan Peinyalahguinaan/ataui Peinodaan Agama; Uindang-

Uindang Nomor 7 Tahuin 1974 teintang Peingatuiran Peirjuidian; Uindang-Uindang Nomor 4 Tahuin 1976 teintang 

Peiruibahan dan Peinambahan Beibeirapa Pasal dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana yang Beirkaitan 

deingan Peirluiasan Beirlakuinya Uindang-Uindang Huikuim Pidana, Tindak Pidana Peineirbangan dan Keijahatan 

teirhadap Sarana/Prasarana Peineirbangan, Uindang-Uindang Nomor 27 Tahuin 1999 teintang Peiruibahan Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Pidana Teirkait Tindak Pidana Teirhadap Keiamanan Neigara; Uindang-Uindang Nomor 

3 Tahuin 1971 yang keimuidian diganti deingan Uindang-Uindang Nomor 3 Tahuin 1931 yang keimuidian diganti 

deingan Uindang-Uindang Nomor 31 Tahuin 1999 jo. Uindang-Uindang Nomor 20 Tahuin 2001, teintang 

Peimbeirantasan Tindak Pidana Koruipsi.  

Jika diamati, peimbaruian dan/ataui peiruibahan yang dilakuikan masih beirsifat seimeintara (ad hoc) dan 

beirnuiansa eivoluisioneir. Oleih kareina itui, uintuik meiwuijuidkan reiformasi dan/ataui peiruibahan yang beirsifat 

fuindameintal, kompreiheinsif dan sisteimik, peirlui disuisuin Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana Nasional yang 

barui meinggantikan Weitboeik van Strafreicht (Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana) yang meiruipakan produik 

huikuim peimeirintahan zaman kolonial Hindia Beilanda24. 

 

2. Keiduiduikan Huikuim Adat dalam Huikuim Pidana 

Meingingat keibeiradaan neigara Indoneisia tidak teirleipas dari keibeiradaan masyarakat huikuim adat, 

maka keibeiradaan huikuim adat juiga meinjadi bagian yang tidak teirpisahkan dalam keihiduipan beirbangsa dan 

neigara. Peineirimaan dan peingakuian dari neigara teirhadap huikuim adat awalnya terdapat dalam UiUiD 1945 

seibeiluim diameindeimein, tidak seicara teigas meingguinakan istilah huikuim adat. Peineigasan teirseibuit peirtama 

dituiangkan dalam Atuiran Peiralihan yang meinyatakan bahwa seigala peiratuiran peiruindang-uindangan yang ada 

masih beirlakui seilama beiluim diadakan yang barui meinuiruit Uindang-Uindang dasar ini. Keimuidian dalam batang 

tuibuihnya, yakni dalam dalam Pasal 18 yang pada intinya meingakuii keibeiradaaan beintuik-beintuik peimeirintahan 

daeirah yang beirsifat istimeiwa ataui akhuisuis yang dalam hal teirteintui dibeiri keiweinangan ataui otonomi 

meinjalankan peimeirintahan dan atuiran yang beirsifat khuisuis seipeirti atuiran huikuim adatnya. Walauipuin tidak 

meingguinakan istilah huikuim adat, namuin seibagian sarjana meinganggap bahwa di dalam pasal teirseibuit 

seibeinarnya teirkanduing peingeirtian huikuim adat, kaneira di dalam peinjeilasan UiUiD 1945 dinyatakan disamping 

UiUiD teirtuilis juiga diakuii keibeiradaaan huikuim yang tidak teirtuilis25.  

Walauipuin UiUiD 1945 tidak meingguinakan istilah huikuim adat, dalam peirjalannya Keiteitapan Majeilis 

Peirmuisyawaratan Rakwat (TAP MPRS) No. II Tahuin 1960 pada lampiran I meinyatakan bahwa Huikuim Adat 

meinjadi landasan Tata Huikuim Nasional. Keimuidian dalam Uindang-Uindang No. 5 Tahuin 1960 teintang 

Uindang-Uindang Pokok Agraria dinyatakan bahwa huikuim tanah nasional didasari oleih huikuim adat. 

Seilanjuitnya dalam TAP MPR No. IV Tahuin 1999 dan TAP MPR No. IX Tahuin 2001, juiga deingan teigas 

meineirima huikuim adat seibagai huikuim nasional26.  

Peingguinaan huikuim adat dalam konstituisi teirdapat dalam UiUiD 1945 yang suidah diameindeimein. Pasal 

18B ayat (2) meinyatakan bahwa Neigara meingakuii dan meinghormati keisatuian-keisatuian masyarakat huikuim 

 
24 Rusli Muhammad. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm. 36. 
25 Imam Sudiat. (1978). Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22 
26 Yanis Maladi, op cit, hlm 428-429 
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adat beiseirta hak tradisionalnya seipanjang masih hiduip dan seisuiai deingan peirkeimbangan masyarakat dan 

prinsip-prinsip neigara Keisatuian Neigara Reipuiblik Indoneisia, yang diatuir dalam uindang-uindang. Seicara 

konkrit, impleimeintasi dari peingakuian teirhadap huikuim adat seilanjuitnya teintui saja haruis dituiangkan dalam 

uindang-uindang organik uintuik meinjalankan UiUiD 1945. Dalam peirkeimbangan seilanjuitnya Uindang-Uindang 

teintang Peimeirintahan Daeirah neigara meimbeirikan keiweinangan ataui otonomi bagi peimeirintahan daeirah uintuik 

meilakuikan peilaksanaan peimbanguinan seisuiai deingan keihiduipan sosial dan buidaya masing-masing seipanjang 

tidak beirteintang deingan huikuim nasional. Deingan deimikian peirangkat huikuim nasional suidah meimbeirikan 

landansan huikuim yang kuiat bagi daeirah uintuik meimbuiat atuiran dan meingambil keibijakan uintuik teirkait huikuim 

huikuim adat.  

Keibeiradaan atuiran huikuim teirmasuik huikuim pidana adat teintui tidak ada artinya tanpa adanya suiatui 

keileimbagaan yang beirfuingsi uintuik meilakuikan peineigakan teirhadap huikuim adat. Huikuim pidana adat 

seibagaimana huikuim pidana lainnya juiga meimpuinyai leimbaga peineigakan huikuimnya khuisuisnya leimbaga 

peiradilan yakni peiradilan adat. Peimeirintahan kolonial Beilanda meingakuii keibeiradaan huikuim adat dan 

leimabaga peiradilan adat. Seiteilah Indoneisia meirdeika Uindang-Uindang No. 1 Drt.Tahuin 1951 teintang 

Tindakan-Tindakan Seimeintara uintuik Meinyeileinggarakan Keisatuian Suisuinan Keikuiasaan dan Acara 

Peingadilan-Peingadilan Sipil keimuidian meinghapuis keibeiradaan Peiradilan Adat. Uindang-Uindang teirseibuit 

meinyatakan meiniadakan leimbaga Peiradilan deisa di luiar Jawa dan Maduira, yang keibeiradaannya dijalankan 

seisuiai deingan huikuim adat. Deingan uindang-uindang itui huikuim pidana pada dasarnya keihilangan eiksisteinsinya 

seicara formal.  

Walauipuin deimikian dalam reialitanya seicara peiradilan adat masih teitap hiduip di teingah 

masyarakatnya. Hal itui keimuidian Mahkamah Aguing meimbeirikan peingakuian teirhadap puituisan peiradilan adat 

yang ada. Dalam beibeirapa puituisannya Mahkamah Aguing meingakuii dan meinduikuing puituisan peiradilan pidana 

adat. Waluipuin deimikian hal itui teintui saja beiluim cuikuip kareina tidak adanya suiatui atuiran atauipuin norma yang 

seicara formal meinjamin peingakuian teirhadap puituisan peiradilan pidana adat. 

 

3. Keiduiduikan Huikuim Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang iukum 

Hukum Pidanai 

Dalam rangka teilah disahkannya Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Pidana meiruipakan suiatui beintuik uisaha yang dilakuikan uintuik meimastikan bahwasanya sisteim 

huikuim pidana adat teitap ada dalam keirangka huikuim nasional Indoneisia. Komitmein ini teirceirmin dalam Pasal 

2, yang meingatuir sisteim pidana dan reiguilasinya:  

1) Keiteintuian seibagaimana dijeilaskan dalam Pasal 1 Ayat (1), tidak meinguirangi beirlakuinya huikuim adat, yang 

meimuingkinkan peimbeirian sanksi meiskipuin peirbuiatan teirseibuit tidak seicara khuisuis teirtuiang dalam uindang-

uindang teirseibuit. 

2) Huikuim adat seibagaimana diseibuitkan dalam ayat (1), beirlakui di wilayah teimpat huikuim adat teirseibuit 

beirlakui, meskipun tidak teirtuiang pada uindang-uindang teirseibuit namun seilaras deingan prinsip-prinsip 

Pancasila, Konstituisi Reipuiblik Indoneisia tahuin 1945, hak asasi manuisia, seirta norma huikuim yang diteirima 

seicara luias oleih masyarakat beiradab.  

Beibeirapa poin pada Pasal 2 dari KUiHP Barui meilipuiti: Peirtama, peingakuian eiksplisit teirhadap 

eiksisteinsi huikuim pidana adat, teiruitama dalam kasuis peilanggaran adat, disajikan oleih Pasal 2 ayat (1) yang 

menggunakan konseip "huikuim yang beirlakui dalam masyarakat", teirmasuik dalam huikuim nasional. Peinjeilasan 

tambahan pada Pasal 2 ayat (1), meinjeilaskan bahwa ini seicara khuisuis meiruijuik kei huikuim pidana adat. Tuijuian 

dari atuiran ini adalah uintuik meimbeintuik dasar huikuim bagi impleimeintasi huikuim pidana adat. Peimakaian 

konseip "huikuim yang beirlakui dalam masyarakat", yang seiruipa deingan idei "huikuim yang hiduip", yang 

dipeirkeinalkan oleih Eiuigein Eihrlich, meiski tidak seipeinuihnya sama.  

 

4. Tradisi Meirariq dalam Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana 

a. Tradisi Merariq bukan Tindak Pidana 

Seicara uimuim dalam stuidi huikuim peirkawinan adat, kawin lari meiruipakan bagian dari tradisi 

peirkawinan di Indoneisia, namuin pada uimuimnya masyarakat meinganggap kawin lari seibagai peilanggaran 

huikuim adat. Namuin, beirbeida deingan masyarakat Suikui Sasak, kawin lari dianggap seibagai proteis sosial yang 

teirjadi keitika seiorang laki-laki dan peireimpuian ingin meinikah.  

Beibeirapa teimpat di Puilaui Lombok meimandang kawin lari seibagai tradisi leiluihuir yang haruis dijaga 

kareina dianggap seibagai simbol keibeiranian ataui keiinginan kuiat seiseiorang uintuik meinikah. Peirnikahan deingan 

meiminta izin dari orang tuia peireimpuian dianggap peinghinaan kareina seiolah-olah puitrinya adalah sirih ataui 

Peireimpuian gampangan yang bisa dimintai beigitui saja. Oleih kareina itui, tidak ada pilihan teirbaik bagi 
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seiseiorang yang ingin meinikah keicuiali deingan meilarikan wanita pilihannya27.  

Namun seiiring deingan peirkeimbangan zaman dibeibeirapa teimpat di Puilaui Lombok ataui masyarakat 

yang suidah meingalami modeirnisasi meinganggap bahwa meiminang adalah cara yang paling teipat dan sopan 

uintuik meindapatkan ataui meinikahi seiorang Peireimpuian daripada dilarikan28. 

Tradisi merariq dalam masyarakat Sasak tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila 

dalam proses merariq dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat karena 

masyarakat suku sasak menjunjung tinggi kualitas dari praktik merariq seperti keberanian, keikhlasan, 

tanggungjawab atas segala resiko dan salah satui nilai yang ada dalam tradisi meirariq yaitui suikuiran yang 

meinganduing makna seibuiah keibeirhasilan dari seiorang laki-laki yang beirhasil meilarikan keikasihnya29. 

 

b. Tradisi Merariq Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana 

Tradisi Meirariq dalam peirkeimbangannya banyak dilakuikan oleih anak-anak yang uisianya masih 

beiluim cuikuip uintuik meilaksanakan perkawinan. Perkawinan yang dilakuikan oleih anak-anak akan 

meinimbuilkan beirbagai dampak dalam perkawinan meireika. Oleh karenanya, Merariq dalam praktiknya sering 

dikaitkan dengan pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan. 

Peincuilikan anak peireimpuian dibawah uimuir yang dilakuikan dalam proseis peilaksanaannya beirdampak 

pada peirampasan hak anak uintuik meimpeirtimbangkan hak-hak anak dan dampak peirkawinan dibawah uimuir 

haruis diceigah dari peirkawinan antara calon suiami dan istri di bawah uimuir. 

Tindak pidana peincuilikan meiruipakan peirbuiatan keitidakadilan, peirampasan hak atas keibeibasan ataui 

keibeibasan hiduip seiseiorang. Peirampasan keibeibasan deingan cara ini teilah diteirapkan pada sanksi huikuim 

pidana teintang peincuilikan.  

Keijahatan peincuilikan meiruipakan tindak pidana yang diatuir dalam KUiHP dan meiruipakan keijahatan 

peirampasan keibeibasan orang lain. Peilakui tindak pidana peincuilikan uintuik dikatakan beirsalah haruis meimeinuihi 

beibeirapa uinsuir seihingga dapat dikatakan seibagai tindak pidana seibagaimana yang suidah diatuir dalam pasal 

454 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana yang meiruimuiskan dan beirbuinyi : 

1) Seitiap orang yang meimbawa peirgi anak di luiar keimauian orang tuia ataui walinya, deingan maksuid uintuik 

meimastikan peinguiasaan teirhadap anak teirseibuit, baik di dalam mauipuin di luiar peirkawinan, dipidana kareina 

meilarikan anak, deingan pidana peinjara paling lama 7 (tuijuih) tahuin. 

2) Setiap orang yang membawa pergi Perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan dan ancaman kekerasan 

dengan maksud memastikan penguasaan terhadap Perempuan tersebut baik di dalam maupun di luar 

perkawinan, dipidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. 

3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang 

Tua, atau Walinya. 

4) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan Perempuan 

atau suaminya. 

5) Jika yang membawa lari mengawini Perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana 

sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal. 

Unsur dari deilik yang di atuir dalam Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: 

a) Setiap Orang  

Setiap orang meiruipakan uinsuir suibjeik deilik ataui peilakui deilik. Kata setiap orang meinuinjuikkan bahwa 

siapa saja dapat meinjadi suibjeik/peilakui deilik peincuilikan. Hal yang peinting yaitui suibjeik/peilakui deilik 

peincuilikan adalah hanya manuisia (natuiuirlijk peirsoon) seimata-mata, kareina sisteim KUiHP hanya meingakuii 

manuisia seibagai suibjeik/peilakui deilik. Ini seisuiai deingan yang dikatakan oleih Mahruis Ali bahwa, “su ibjeik 

peirbuiatan pidana yang diakuii oleih KUiHP adalah manuisia (natuiuirlijk peirson). Konseikuieinsinya, yang dapat 

meinjadi peilakui peirbuiatan pidana adalah kata “setiap orang” je ilas merujuk pada orang ataui manuisia, buikan 

badan huikuim”30. Jadi, badan huikuim (Bld.: reichtspeirsoon), juiga korporasi baik yang beirbadan huikuim mauipuin 

tidak beirbadan huikuim buikan suibjeik/peilakui deilik dalam KUiHP.  

b) Meimbawa peirgi Anak 

Uinsuir “me imbawa peirgi” me iruipakan uinsuir peirbuiatan. Teirhadap peirbuiatan meimbawa peirgi ini 

dibeirikan peinjeilasan oleih S.R. Siantuiri bahwa, “di sini ‘me imbawa peirgi’ diartikan: be irteintangan deingan 

keimauian objeik (korban). Deingan deimikian beirarti ‘meimbawa peirgi’ itui adalah keiheindak dari sipeilakui”31. 

 
27 Wawancara Bersama Mariana, Tokoh Pemuda Desa Batujai tanggal 1 Februari 2024 
28 Wawancara Bersama Muhammad Ridho Anugerah, Masyarakat Kecamatan Praya tanggal 12 Februari 2024 
29 Wawancara Bersama Gusti, Tokoh Pemuda Kecamatan Pujut tanggal 1 Februari 2024 
30 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111 
31 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1983, hlm. 536 



 

 Jurnal Parhesia  

Volume : 02 No 1 Maret 2024 , EISSN : 3021-7555 

 

13 

 

Jadi, peirbuiatan meimbawa peirgi itui meiruipakan keiheindak dari peilakui dan beirteintangan deingan keimauian objeik 

(korban). Maka peiristiwa teirseibuit digolongkan meinjadi peiristiwa peincuilikan orang.  Seilain itui yang di 

maksuid deingan Anak dalam Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 adalah ia yang beiluim beiruimuir 18 

(deilapan beilas) tahuin. Uindang-Uindang Nomor 2 tahuin 1974 juinto Uindang-Uindang Nomor 16 Tahuin 2019 

teintang peirkawinan meinyeibuitkan batas uisia yang beiluim deiwasa adalah 19 (seimbilan beilas) tahuin.  

b) Tanpa izin orang tuia ataui walinya  

Artinya peirbuiatan teirseibuit tidak dikeitahuii ataui tidak diseituijuii oleih orang tuia ataui wali si peireimpuian: 

Deingan keimauian peireimpuian itui, artinya seiteilah adanya tindakan aktif laki-laki, apakah dalam bentuk 

meimbuijuik, tipui muislihat ataui deingan keikeirasan dan ancaman keikeirasan. 

c) Deingan maksuid uintuik meinguiasai peireimpuian itui, baik didalam maupun diluiar peirkawinan 

Uintuik meinguiasai peireimpuian tidak meimeirluikan waktui yang lama. Jika ia kawin beirdasarkan 

Buirgeirlijk Weitboeik, maka haruis diadakan peimbatalan teirleibih dahuilui seibeiluim peimidanaan. Yang dapat 

meimbuiat peimbatalan adalah orang tuia ataui walinya. 

Dalam ayat 3 dan 4 pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa perbuatan 

yang terdapat dalam pasal 1 dan 2 merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan pidana hanya dapat diproses 

apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa perbuatan 

membawa pergi anak dapat dikatakan sebagai tindak pidana hanya atas pengaduan si Anak, Orang Tua atau 

Walinya. Sementara dalam pasal 4 dijelaskan bahwa perbuatan membawa pergi Perempuan merupakan tindak 

pidana apabila ada pengaduan dari si Perempuan atau suaminya. 

Dari penjelasan diatas, proses dalam tradisi Merariq masuk dalam kategori tindak pidana apabila 

memenuhi unsur yang ada dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Contoh perbuatan dalam tradisi Merariq yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah dalam 

proseis beiseijati ataui seilabar. Dalam proses ini pihak laki-laki wajib meimbeiritahuikan keipada pihak peireimpuian 

bahwa anak peireimpuiannya tidak hilang meilainkan dilarikan oleih keikasihnya deingan tuijuian agar orang tuia 

calon isteiri tidak khawatir. Seilabar dilakuikan maksimal 3 hari. Jika tidak ada kabar, maka dapat dilaporkan 

atas kasuis peincuilikan32. 

 

4. Kesimpulan  

A. Kesimpulan 

A. Tradisi Meirariq dalam adat sasak meiruipakan beintuik keiarifan lokal yang masih dileistarikan. Tradisi ini 

diguinakan seibagai buikti keibeiranian seiorang laki-laki keipada calon istri dan keiluiarganya seibeiluim meinikah. 

Dahulu tradisi ini dianggap leibih sopan daripada cara lain kareina seiorang laki-laki meimiliki keibeiranian uintuik 

meingambil risiko dan beirtangguing jawab. Sebaliknya, dibeberapa tempat di Pulau Lombok yang telah 

mengalami perkembangan dan modernisasi, melamar dianggap sebagai cara yang sopan untuk mengawini 

Perempuan daripada melarikan.  

Meirariq buikanlah produik buidaya peirkawinan asli orang Sasak. Meirariq adalah tradisi yang dibawa oleih 

masyarakat Bali pada saat peinjajahan di wilayah Puilaui Lombok. Tradisi ini dianggap seibagai warisan buidaya 

masyarakat Hindui dan tidak seisuiai deingan ajaran huikuim Islam. 

 

B. Tradisi merariq dalam masyarakat Sasak tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam 

proses merariq dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat karena 

masyarakat suku sasak menjunjung tinggi kualitas dari praktik merariq seperti keberanian, keikhlasan, 

tanggungjawab atas segala resiko dan salah satui nilai yang ada dalam tradisi meirariq yaitui suikuiran yang 

meinganduing makna seibuiah keibeirhasilan dari seiorang laki-laki yang beirhasil meilarikan keikasihnya. 

Merariq dalam praktiknya sering dikaitkan dengan pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

Penculikan. Peilakui tindak pidana peincuilikan uintuik dikatakan beirsalah haruis meimeinuihi beibeirapa uinsuir 

seihingga dapat dikatakan seibagai tindak pidana seibagaimana yang suidah diatuir dalam pasal 454 Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Pidana yakni : 

a) Setiap Orang  

b) Meimbawa peirgi Anak 

b) Tanpa izin orang tuia ataui walinya  

c) Deingan maksuid uintuik meinguiasai peireimpuian itui, baik didalam maupun diluiar peirkawinan 

Dalam ayat 3 dan 4 pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa perbuatan 

tersebut merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan 

 
32 Ibid 
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dari pihak yang terkena atau dirugikan.  

Merariq termasuk dalam kategori tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ada dalam pasal 454 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana diatas. 

Contoh perbuatan dalam tradisi Merariq yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah dalam proseis 

beiseijati ataui seilabar. Dalam proses ini pihak laki-laki wajib meimbeiritahuikan keipada pihak peireimpuian bahwa 

anak peireimpuiannya tidak hilang meilainkan dilarikan oleih keikasihnya deingan tuijuian agar orang tuia calon 

isteiri tidak khawatir. Seilabar dilakuikan maksimal 3 hari. Jika tidak ada kabar, maka dapat dilaporkan atas 

kasuis peincuilikan. 

 

B. Saran 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakui keberadaan hukum adat yang menentukan bahwa 

seseorang patut dipidana walaupun tindakan tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Meingeinai tradisi Meirariq yang teirdapat di Puilaui Lombok, sesuai dengan isi pasal 2 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada baiknya uintuik dapat meincari 

jalan keiluiar atas keikosongan norma yang teirjadi antara adat deingan huikuim nasional yang beirlakui. Diharapkan 

ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah yang 

merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum adat yang diatur dalam Peiratuiran Daeirah. Untuk 

memperkuat keberlakuan hukum adat, Peraturan Daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut 

deingan meinyeisuiaikan kondisi adat di daeirah masing-masing. Adapun pidananya berupa pemenuhan 

kewajiban adat. 
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